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BUPATI BULELENG 

PROVINSI BALI 

 
PERATURAN BUPATI BULELENG 

NOMOR  3  TAHUN  2021    

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  

NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN 

DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BULELENG, 

 

Menimbang  : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 

2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah; 

 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 

63 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang         

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam      

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara    

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,     Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

SALINAN 
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 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

 

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

 

 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3); 

 

 6. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 68), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 

Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 

2018 Nomor 59); 

 

  

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2017 

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK 

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.  
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Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 

Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati : 

a. Nomor 88 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 

Nomor 88); 

b. Nomor 59 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 

Nomor 59); 

diubah sebagai berikut :  

 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 4 

 

(1) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 sebagai berikut : 

a. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta 

rupiah); dan 

b. Anggota DPRD sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). 

(2) Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebesar Rp. 

13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah). 

 

2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga 

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 6 

 

(1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa 

rumah tangga; 

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan 

wewenang Pimpinan DPRD; 

(3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga 

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; 

(4) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam program dan kegiatan 

Sekretariat DPRD; 

(5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah 

negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 

(6) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) besaran biaya makanan dan minuman 

rumah tangga Pimpinan DPRD untuk 1 (satu) minggu, sebesar Rp. 

9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Buleleng. 

 

Ditetapkan di Singaraja  

pada tanggal,12 Januari 2021 

 

BUPATI BULELENG, 

 

ttd 

 

PUTU AGUS SURADNYANA 

 

 

Diundangkan di Singaraja 

pada tanggal, 12 Januari 2021   

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, 

 

 

ttd 

 

GEDE SUYASA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN  2021  NOMOR 3 

 
 
 
 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum 
 
             ttd 
 
 
Made Bayu Waringin,SH 

Nip. 19810716 2000803 1.001 
 


